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Abstract 
 

This study aims to analyze the differences in the impact of Mudharabah financing and 
Musyarakah financing on credit risk. Specifically, this study wants to test whether Mudharabah 
financing tends to be riskier than Musyarakah financing. In this study, data were collected using 
purposive sampling techniques with specific criteria. With this method, the author was able to 
identify 9 banking sectors that met the criteria and produced a total of 108 research data used as 
the basis for analysis. Data analysis was carried out using classical assumption tests, multiple 
linear regression, partial tests, simultaneous tests, and determination tests assisted by SPSS. 
The results of the partial test (T) showed that Mudharabah financing had no significant effect on 
NPF, while Musyarakah financing was proven to have a significant effect on NPF. Based on these 
findings, it can be concluded that Mudharabah financing is not riskier than Musyarakah financing. 
The determination test produced a value of 0.686 or 68.6%, which indicates that Mudharabah and 
Musyarakah financing together have an effect on NPF, while the remainder 31.4% is influenced 
by other factors outside this research model. The understanding of Mudharabah and Musyarakah 
financing is crucial in managing the performance of Islamic banks concerning Non-Performing 
Financing (NPF) risk. The research findings support the agency theory in the context of Islamic 
financing, highlighting the importance of risk management and the relationship between fund 
owners and fund managers. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dampak pembiayaan Mudharabah dan 
pembiayaan Musyarakah terhadap risiko kredit. Secara khusus, penelitian ini ingin menguji 
apakah pembiayaan Mudharabah cenderung lebih berisiko dibandingkan dengan pembiayaan 
Musyarakah. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan teknik purposive sampling 
dengan kriteria khusus. Dengan metode tersebut, penulis dapat mengidentifikasi 9 sektor 
perbankan yang memenuhi kriteria dan menghasilkan total 108 data penelitian yang digunakan 
sebagai dasar analisis. Analisis data dilakukan menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear 
berganda, uji parsial, uji simultan, serta uji determinasi yang dibantu dengan SPSS. Hasil uji 
parsial (uji T) menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap NPF, sedangkan pembiayaan Musyarakah terbukti memiliki pengaruh signifikan 
terhadap NPF. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak 
lebih berisiko daripada pembiayaan Musyarakah. Uji determinasi menghasilkan nilai 0,686 atau 
68,6%, yang mengindikasikan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap NPF, sementara sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Pemahaman pembiayaan Mudharabah dan 
Musyarakah penting dalam mengelola kinerja bank syariah terkait risiko NPF. Hasil penelitian 
mendukung teori agency dalam konteks pembiayaan syariah yang menunjukkan pentingnya 
manajemen risiko serta hubungan antara pemilik dana dengan pengelola dana. 
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1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Lembaga keuangan bank memegang peran penting untuk pembangunan ekonomi negara, 
termasuk Indonesia. Bank syariah yang termasuk lembaga keuangan bank termasuk memiliki 
posisi penting dalam sistem keuangan di Indonesia [1]. Sebagaimana yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank berperan menjadi lembaga intermediasi, yaitu 
lembaga yang ditugaskan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan, giro, serta 
tabungan, yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit atau keuangan lainnya [2]. Di Indonesia, sistem perbankan mencakup 2 
kategori bank yaitu konvensional dan syariah. Kedua bank tersebut memiliki cara kerja yang 
sama, yaitu adanya hubungan antara pihak dengan dana lebih dan pihak yang memerlukan 
pendanaan. Namun, pembeda antara keduanya terletak pada prinsip dan operasionalnya yaitu 
bank syariah menerapkan prinsip Islam dalam pelaksanaanya [3]. 

Perbankan syariah di Indonesia meliputi 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah 
(UUS), dan 173 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) [4]. Aset perbankan syariah pada 
tahun 2023 mencapai Rp892,17 triliun, atau tumbuh sebesar 11,21% dibandingkan tahun 2022. 
Pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah tetap kuat selama lima tahun terakhir, ditunjukkan 
dengan penambahan aset BUS sebesar Rp62 triliun, atau 11,82%, dan UUS sebesar Rp24 triliun, 
atau 9,61% [5]. Adapun aset Bank Umum Syariah periode 2019-2023 dapat ditunjukkan pada 
gambar 1 berikut : 

Gambar 1. Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah) 

 
Sumber: OJK, 2024 

Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan aset yang stabil dari tahun 2019 hingga tahun 
2023. Pada tahun 2019 aset tercatat sebesar 350.364. Kemudian pada tahun 2020 terjadi 
peningkatan menjadi 397.073 selanjutnya pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 441.789. 
Pada tahun 2022, grafik menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan aset yang meningkat 
menjadi 531.860. Lonjakan ini menunjukkan bahwa faktor eksternal atau internal mungkin telah 
berhasil dioptimalkan, sehingga menghasilkan pertumbuhan aset yang lebih tinggi daripada 
tahun-tahun sebelumnya. Terakhir, pada tahun 2023 aset mencatat nilai tertinggi dalam periode 
lima tahun tersebut sebesar 594.709.  

Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan yang stabil tanpa adanya 
penurunan sepanjang periode lima tahun tersebut. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan 
yang efektif atau strategi investasi yang berhasil untuk meningkatkan nilai aset. Peningkatan yang 
stabil ini juga dapat menjadi indikasi bahwa aset perusahaan atau lembaga yang dimaksud 
berada pada jalur pertumbuhan yang sehat. Bank Umum Syariah sendiri memiliki fungsi umum 
dan memberikan berbagai produk serta layanan perbankan syariah kepada masyarakat. 
Pembiayaan adalah bentuk alokasi dana atau modal yang disalurkan kepada masyarakat 
berdasarkan berbagai prinsip seperti bagi hasil, sewa, jual-beli, pinjaman, dan jasa. Produk 
pembiayaan syariah seperti Mudharabah dan Musyarakah merupakan contoh produk yang 
memanfaatkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan perbankan syariah.  
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Mudharabah dan Musyarakah adalah bentuk akad yang didasarkan pada prinsip bagi hasil 
populer dikalangan bank syariah [6]. Pembagian keuntungan adalah salah satu hal menarik yang 
mendorong masyarakat menyimpan uang di bank. Ketika semakin besar bank memperoleh 
proporsi dana, maka semakin banyak pula yang menyimpan dana di bank tersebut. Namun, 
ketika nisbah keuntungan terlalu rendah, maka minat nasabah untuk berinvestasi di bank tersebut 
akan menurun [7]. Permasalahan dana bagi hasil tersebut berkaitan dengan beberapa faktor 
internal, salah satunya adalah NPF [6]. 

Non Performing Financing (NPF) merupakan dana yang tidak memenuhi atau tidak mencapai 
tujuan yang disyaratkan oleh bank, misalnya : pengembalian modal atau penyaluran keuntungan 
yang bermasalah, dana tersebut merupakan risiko masa depan bagi bank, dana tersebut masuk 
dalam kategori perhatian khusus, meragukan, macet, dan kelompok lancar berpotensi mengalami 
tunggakan pembelian [8]. Dalam tiga tahun terakhir, sektor perbankan Indonesia menghadapi 
peningkatan kredit bermasalah, terutama akibat dampak pandemi covid-19 yang memperburuk 
kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman. Sektor UMKM sangat terdampak melihat 
tingginya jumlah kredit bermasalah [9]. Menyikapi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
memutuskan untuk memperpanjang masa kebijakan restrukturisasi kredit berlaku hingga Maret 
2024 guna mendukung pemulihan ekonomi tanpa berdampak negatif pada cadangan perbankan 
[10]. Meski demikian pada awal 2024, penyaluran kredit baru menunjukkan pertumbuhan positif 
meskipun masih ada tantangan dalam menjaga kualitas kredit. Berikut data pembiayaan bagi 
hasil dan NPF tahun 2019-2023: 

Tabel 1. Data per-Desember Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Financing (NPF) Bank Umum 
Syariah (BUS) Tahun 2019-2023 

Tahun Pembiayaan Bagi Hasil NPF 

2019 172.492.000.000 3,23% 

2020 96.779.000.000 3,13% 

2021 99.787.000.000 2,59% 

2022 125.277.000.000 2,35% 

2023 159.817.000.000 2,10% 

Sumber: OJK, 2024 

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa NPF Bank Umum Syariah (BUS) tertinggi tercatat pada tahun 
2019 yaitu sebesar 3,23%, sedangkan NPF terendah berada pada tahun 2023 yaitu sebesar 
2,10%. Jika dilihat secara rata-rata, nilai NPF Bank Umum Syariah selama periode tersebut 
berkisar pada 2,68%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat NPF BUS berada dalam kategori 
yang sehat, mengingat batas maksimum NPF yang dianggap sehat adalah 5%. Dengan 
demikian, rata-rata NPF sebesar 2,68% masih jauh dari batas yang telah ditentukan BI yaitu 
sebesar 5%. Hal tersebut mengindikasikan pengelolaan pembiayaan yang baik dan pengendalian 
risiko kredit yang efektif oleh BUS. 

Pada tabel 1 juga menunjukkan data perkembangan bagi hasil yaitu Mudharabah dan 
Musyarakah. Dapat dilihat pada tahun 2020 pembiayaan mengalami penurunan. Hal tersebut 
merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19, namun pada tahun selanjutnya pembiayaan 
terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya 
peningkatan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis bagi hasil. Peningkatan ini 
seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem perbankan syariah dan 
upaya bank syariah dalam memperkenalkan pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai alternatif 

pembiayaan [11].  

Meskipun terdapat kemajuan, tantangan tantangan besar tetap muncul, terutama terkait 
pemahaman masyarakat terhadap produk Mudharabah dan Musyarakah. Rendahnya literasi 
mengenai konsep serta manfaat akad bagi hasil membuat banyak calon nasabah merasa ragu 
untuk memilih akad syariah sebagai opsi pembiayaan. Ketidaktahuan ini tidak hanya terbatas 
pada masyarakat umum, tetapi juga meluas ke kalangan pelaku usaha terutama di sektor usaha 
kecil dan mikro yang merupakan target pembiayaan. Kurangnya wawasan tersebut 
mengakibatkan rendahnya minat dan kepercayaan terhadap produk pembiayaan syariah [11]. 

Berdasarkan data yang telah disampaikan, seharusnya terdapat pola peningkatan dan 
penurunan yang sejalan antara pembiayaan bagi hasil dan NPF. Hal ini disebabkan oleh semakin 
tingginya penyaluran pembiayaan di Bank Umum Syariah yang dapat meningkatkan risiko 
terjadinya Non Performing Financing (NPF).  
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1.2 Landasan Teori  

1.2.1 Agency Theory 

Teori keagenan (Agency Theory) menjelaskan hubungan yang terjalin melalui kontrak antara 
anggota dalam perusahaan, yaitu antara pihak prinsipal (pemilik) dan agen (agen) [12]. Dalam 
teori ini hubungan agensi muncul ketika seorang prinsipal merekrut seorang atau lebih agen untuk 
memberikan layanan tertentu sekaligus mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan 
kepada agen tersebut. Manajemen perusahaan sebagai agen bertugas untuk mengelola 
perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif agar pemilik perusahaan (principal) dapat 
memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang minimal. Sementara itu, principal yang 
merupakan pemegang saham atau pemilik perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan 
keuntungan berdasarkan biaya yang telah mereka keluarkan dengan memberikan insentif berupa 
fasilitas finansial maupun nonfinansial kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut [13]. 

1.2.2 Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah merupakan bentuk dari akad atau kontrak kerja sama antara Shahibul Maal 
(penyedia dana) dengan Mudharib (pengelola dana) guna menjalankan suatu usaha. Dalam akad 
ini, Shahibul Maal menanggung seluruh modal sedangkan Mudharib berperan mengelola dan 
menjalankan usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi berdasarkan nisbah atau persentase 
pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Namun, jika usaha tersebut 
merugi, maka sepenuhnya kerugian akan ditanggung Shahibul Maal sebagai penyedia modal, 
dengan pengecualian kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan Mudharib. Hal ini 
menjadikan akad Mudharabah sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang mendukung prinsip 
pemerataan dan bagi hasil dalam ekonomi syariah [14].  

Karakteristik pembiayaan Mudharabah yang berbasis pada sistem bagi hasil memberikan potensi 
besar untuk menjadi salah satu opsi unggulan dalam menyediakan pembiayaan modal kerja di 
sektor produktif. produk pembiayaan Mudharabah memiliki potensi yang signifikan untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan, dengan 
mendorong investasi di berbagai sektor usaha dan memperkuat kelangsungan usaha yang 
dijalankan. Pembiayaan ini juga dapat meningkatkan keuangan inklusif, karena menawarkan 
alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang semakin dicari oleh pelaku usaha 
di Indonesia [15]. 

1.2.3 Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan kerjasama yang juga dikenal sebagai Musyarakah, adalah bentuk pembiayaan di 
mana beberapa pihak bekerja sama untuk mengelola usaha, dimana setiap pihak menyumbang 
modal. Dalam pembiayaan Musyarakah, keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan nisbah atau 
persentase yang disepakati bersama. Di sisi lain, jika usaha meruji maka kerugian ditanggung 
bersama berdasarkan proporsi modal yang disumbangkan oleh kedua pihak [16]. Dalam hal ini 
pihak bank dan nasabah berperan sebagai mitra dalam pembiayaan musyarakah, keduanya 
sama-sama memiliki hak dan kewenangan dalam menjalankan usaha tersebut. Selain itu, kedua 
belah pihak diharapkan memiliki keahlian dan kompetensi dalam menjalankan usaha ini untuk 
menjamin keberhasilan dan mengelola risiko yang mungkin timbul. Prinsip musyarakah 
mengutamakan konsep keadilan, partisipasi aktif, dan tanggung jawab bersama [17].   

Karakteristik khas dari produk pembiayaan Musyarakah terletak pada prinsip kemitraan yang 
diterapkan melalui sistem bagi hasil yang membedakannya dari produk pembiayaan lainnya. 
Pembiayaan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat produktif seperti 
pengembangan usaha, investasi, dan proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi 
dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Maka pemahaman keuangan sangat 
penting dalam penggunaan dana [18]. Melalui kemitraan ini bank dan nasabah saling berbagi 
risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, dan menciptakan kerja 
sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak serta mendukung keberlanjutan usaha 
yang dibiayai [17]. 

1.2.4 Non Performing Financing (NPF) 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya terdapat risiko yang akan diterima oleh bank, 
termasuk risiko NPF. NPF berfungsi sebagai indikator untuk menentukan apakah pendanaan 
suatu bank bermasalah [19]. terbagi menjadi dua kategori, yaitu NPF gross dan NPF net. 
Perbedaan utama antara keduanya terletak pada perhitungan cadangan kerugian. NPF gross 
tidak mempertimbangkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), sedangkan NPF net 
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sudah memperhitungkan PPAP. Perhitungan PPAP sendiri adalah cadangan yang dibentuk 
untuk mengantisipasi mengantisipasi potensi kerugian yang timbul akibat pembiayaan yang 
bermasalah [20].  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan NPF gross karena peneliti ingin menganalisis 
pembiayaan yang bermasalah tanpa laporan cadangan kerugian yang telah disisihkan. 
Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih langsung mengenai tingkat pembiayaan yang 
bermasalah secara keseluruhan dalam portofolio pembiayaan bank, yang lebih relevan dalam 
konteks pengukuran risiko kredit secara umum. Rasio NPF dapat ditentukan dengan 
menggunakan rumus: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑁𝑃𝐹 =  
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
 𝑥 100% 

Pembiayaan yang mengalami kesulitan pembayaran atau Non Performing Financing (NPF) 
berdampak negatif terhadap kualitas aset bank. NPF yang tinggi mengindikasikan adanya risiko 
kredit yang tidak dikelola dengan baik sehingga mempengaruhi kualitas portofolio pembiayaan 
bank. Hal ini dapat berdampak langsung terhadap profitabilitas bank karena pembiayaan yang 
bermasalah mengurangi pendapatan bunga atau bagi hasil yang seharusnya diterima. Selain itu, 
NPF yang tinggi juga mempengaruhi likuiditas bank, mengganggu fleksibilitas dalam mengelola 
dana, dan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru kepada 
masyarakat. Dampak tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan nasabah terhadap stabilitas 
dan kesehatan keuangan bank. 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian, peneliti menerapkan metode kuantitatif yang didasarkan pada filsafat 
positivisme yang bertujuan mengkaji populasi ataupun sampel [21]. Data sekunder penelitian 
didasarkan pada laporan keuangan BUS yang tercatat di OJK selama periode 2021 hingga 2023.  

Sugiyono (2019) menggambarkan populasi merupakan wilayah yang luas yang mencakup subjek 
atau objek tertentu berdasarkan kualitas serta karakteristik yang dipilih peneliti untuk dikaji dan 
mendapatkan kesimpulan [21]. Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian adalah BUS yang 
telah terdaftar resmi di OJK periode 2021 hingga 2023. Pada penelitian ini, data dikumpulkan 
menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria khusus. Menurut Sugiyono (2019) 
purposive sampling adalah metode penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan 
tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan metode tersebut, penulis berhasil 
mengidentifikasi 9 sektor perbankan yang memenuhi kriteria dan menghasilkan total 108 data 
penelitian [21]. 

Dalam penelitian, peneliti melibatkan 2 tipe variabel diantaranya adalah variabel dipenden dan 
variabel independen. NPF (Y) merupakan variabel dependen, sedangkan variabel 
independennya adalah pembiayaan Mudharabah (X1) serta Pembiayaan Musyarakah (X2). 
Peneliti menerapkan model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis mengenai dampak 
variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara individual (uji parsial) maupun 
secara bersamaan (uji simultan). 

Sebelum menguji hipotesis, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menguji asumsi klasik, 
meliputi normalitas, multikolinearitas, seta heteroskedastisitas. Setelah itu uji hipotesis terdiri dari 
tiga langkah pengujian. Pertama, uji persial (T) menghitung pengaruh individual variabel bebas 
(independen) terhadap variabel terikat (dependen). Kedua, uji simultan (F) menentukan pengaruh 
kolektif variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Ketiga, uji koefisien 
determinasi (R) menentukan proporsi variasi variabel terikat (dependen) untuk masing-masing 
dari empat variabel bebas (independen). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian telah memenuhi persyaratan yang dapat ditunjukkan dari hasil pengujian 
asumsi klasik diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas, 
sehingga pengujian dilanjutkan ke tahap uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian 
dapat dilihat sebagai berikut:  
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3.1 Uji Persial (T) 

Uji persial (T) bertujuan untuk menguji seberapa besar hubungan antara setiap variabel 
independen terhadap variabel dependen secara terpisah. 

Tabel 2. Hasil Uji T 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.294 2.683  3.837 .000 

Ln_MUD .217 .116 .218 1.867 .065 

Ln_MUS -.638 .210 -.354 -3.031 .003 

Sumber: data diolah dengan SPSS 26, 2024 

Hasil uji untuk pengaruh X1 terhadap Y menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1,867 < t-tabel 
1.98282, dan nilai signifikansi (sig) 0.065 > 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y. Secara spesifik, ini menunjukkan bahwa Mudharabah 
tidak memiliki pengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF). Hal ini mengindikasikan 
bahwa pembiayaan Mudharabah relatif jarang mengalami masalah keterlambatan pembayaran 
atau gagal bayar dari pihak penerima pembiayaan. 

Dalam pengujian pengaruh X2 terhadap Y, diperoleh nilai t-hitung sebesar -3.031 < t-tabel 
1.98282, serta nilai signifikansi (sig) 0.003 < 0,05. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan 
adanya pengaruh negatif antara X2 dan Y. Secara parsial, Musyarakah memberikan pengaruh 
negatif yang signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF). Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya kaitan antara pembiayaan Mudharabah dan tingkat risiko NPF pada Bank 
Umum Syariah di Indonesia. 

3.2 Uji Simultan (F) 

Uji F dilakukan untuk mengidentifikasi apakah seluruh variabel independen dalam model secara 
bersama memengaruhi variabel dependen.  

Tabel 3. Hasil Uji F 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42.382 2 21.191 4.597 .012b 

Residual 484.001 105 4.610   

Total 526.382 107    

Sumber: data diolah dengan SPSS 26, 2024 

Dapat dilihat dari tabel diatas nilai signifikansi 0,012 < 0,05 yang berarti variabel Pembiayaan 
Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh signifikan secara simultan 
(bersama) terhadap Non Performing Financing (NPF). Dengan kata lain, kedua variabel tersebut 
secara bersamaan dapat memberikan dampak yang nyata terhadap tingkat NPF sehingga 
pengelolaan pembiayaan dengan akad-akad tersebut perlu dilakukan secara hati-hati untuk 
meminimalkan potensi risiko kredit. 

3.3 Uji Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) berfungsi menentukan seberapa besar variabel independen mampu 
menjelaskan variasi pada variabel dependen. Ketika nilai R² rendah atau mendekati nol, artinya 
variabel independen memberikan kontribusi kecil terhadap variabel dependen. Sebaliknya, ketika 
nilai R² tinggi mengindikasikan adanya dampak signifikan dari variabel independen terhadap 
variabel dependen [22]. 

Tabel 4. Hasil Uji Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .829a .686 .680 .42940 

Sumber: data diolah dengan SPSS 26, 2024 
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Dari tabel yang tertera, dapat dilihat nilai R Square sebesar 0,686 atau 68,6% yang artinya variasi 
dari Non Performing Financing (NPF) mampu dijelaskan sebesar 68,6% oleh pembiayaan Bagi 
Hasil Bank Umum Syariah. Sedangkan sisanya 31,4% dipengaruhi oleh variabel eksternal yang 
tidak dianalisis dalam penelitian ini. 

3.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

3.4.1 Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank 
Umum Syariah 

Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat bahwa variabel muḍharabah memiliki nilai t-hitung sebesar 
1.867, sedangkan t-tabel sebesar 1.98283. Dengan kata lain, t-hitung < t-tabel (1.867 < 1.98283). 
Hal ini berarti bahwa secara parsial, Muḍharabah tidak berpengaruh terhadap NPF. Hasil 
penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan (Djatmiko & Rachman 2021) 
yaitu pembiayaan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF [23]. Sementara 
itu, Penelitian yang telah dilakukan (Andiman & Widardjono 2021) menunjukkan pembiayaan 
Mudharabah tidak memberikan perngaruh terhadap NPF [24]. 

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pembiayaan Muḍharabah tidak memiliki dampak 
terhadap NPF Bank Umum Syariah. Dengan kata lain, rendahnya penyaluran pembiayaan 
Mudharabah tidak secara langsung berdampak pada penurunan atau peningkatan NPF. Akan 
tetapi, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah atau NPF cenderung meningkat 
seiring dengan rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah.  

3.4.2 Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum 
Syariah 

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel Musyarakah memiliki pengaruh negatif 
yang signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung 
sebesar -3.031 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1.98282 serta nilai signifikansi uji t 
sebesar 0.003 < 0.05. Dengan demikian, hasil tersebut menyatakan variabel X2 memiliki 
pengaruh negatif signifikan terhadap Y. Hal ini secara parsial menunjukkan bahwa Musyarakah 
memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan (Adzimatinur & Manalu 2020) yaitu secara signifikan pembiayaan Musyarakah 
mempengaruhi NPF [25]. 

Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki dampak 
signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin 
besar penyaluran pembiayaan Musyarakah, semakin tinggi pula risiko NPF. Dengan demikian, 
peningkatan pembiayaan Musyarakah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pembiayaan 
bermasalah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas portofolio kredit secara 
keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam pengelolaan risiko 
pembiayaan Musyarakah agar tetap terkendali dan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan 
keuangan bank syariah. 

3.4.3 Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap Non 
Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah 

Dari hasil uji simultan (uji F) pengaruh variabel pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan 
Musyarakah secara bersama-sama terhadap Non Performing Financing (NPF) memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,012 < 0,05. Selain itu nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai 
4.597 > 3.08. Berdasarkan temuan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap NPF. 

Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya yang dilakukan ( Dewi & Adi 2019) yang 
menemukan bahwa pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah secara simultan 
memiliki dampak yang signifikan terhadap NPF [26]. Dengan demikian, temuan penelitian ini 
mendukung kesimpulan bahwa kedua jenis pembiayaan ini dapat memengaruhi tingkat NPF 
sehingga penggunaan pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah perlu 
diperhatikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan.  

Faktor-faktor lain di luar pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah mungkin juga mempengaruhi 
tingkat NPF. Faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kemampuan nasabah membayar pembiayaan. Tingginya tingkat inflasi dapat 
meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah akibat berkurangnya daya beli 
masyarakat. Hal ini berimbas pada penurunan pendapatan produsen, yang kemudian 
menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Di sisi lain Ketika suku bunga 
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naik, beban ekonomi secara umum juga meningkat, hal tersebut menciptakan tekanan tambahan 
pada konsumen untuk memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. Sementara itu, peningkatan 
nilai tukar dapat meningkatkan biaya barang impor dan menurunkan profitabilitas usaha, yang 
pada gilirannya mengurangi kemampuan untuk membayar pembiayaan tepat waktu [27]. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan hasil analisi data dan pembahasan sebelumnya, penelitian dengan judul 
“Apakah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Memiliki Dampak yang 
Berbeda Terhadap Risiko Kredit Bank Umum Syariah”, maka kesimpulan yang dapat diperoleh 
yaitu, Variabel pembiayaan Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap Non Performing 
Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2021-2023. Sedangkan variabel pembiayaan 
Musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada 
Bank Umum Syariah periode 2021-2023. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
pembiayaan Mudharabah tidak lebih beresiko dibandingkan dengan pembiayaan Musyarakah 
pada Bank Umum Syariah periode 2021-2023. 

4.1 Implikasi 

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu, memperkaya pemahaman tentang jenis-jenis 
pembiayaan syariah, khususnya Mudharabah dan Musyarakah, serta dampaknya terhadap 
kinerja bank syariah, seperti risiko NPF. Penelitian ini mendukung teori agency dalam konteks 
pembiayaan syariah, yang menunjukkan pentingnya manajemen risiko dan hubungan antara 
pemilik dana dengan pengelola dana dalam pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. 

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan manajemen risiko yang 
lebih ketat, khususnya dalam mengelola pembiayaan berbasis bagi hasil, guna meminimalkan 
kemungkinan terjadinya NPF. Selain itu, OJK dapat menetapkan kebijakan yang mendukung 
pengelolaan risiko pada bank syariah, dengan memberikan panduan yang jelas tentang 
pembiayaan syariah untuk meningkatkan stabilitas industri perbankan syariah. 

4.2 Saran  

Peneliti berikutnya diharapkan untuk memperluas ruang lingkup variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian. Dengan menambahkan variabel yang lebih relevan, hasil penelitian 
dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai topik yang diteliti. Selain itu, 
memperpanjang periode penelitian atau menambah tahun yang dianalisis akan memberikan 
gambaran yang lebih rinci dalam rentang waktu yang panjang, sehingga meningkatkan validitas 
temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan dapat menghasilkan 
temuan yang lebih akurat, komprehensif, dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. 
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